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WALI KOTA CIMAHI  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  

PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA CIMAHI, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 7 Peraturan Daerah 

Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

 

NOMOR 52 TAHUN 2021 

TENTANG  
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

 

MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula 

sebesar Rp1.527.023.357.600 bertambah sebesar Rp331.984.600.080 sehingga 

menjadi Rp1.859.007.957.680 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah  

1. Semula Rp1.293.373.842.498 

2. Bertambah Rp294.461.894.504 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp1.587.835.737.002 

b. Belanja Daerah 

1. Semula Rp1.524.593.549.263 

2. Bertambah Rp331.984.600.080 
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Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp1.856.578.149.343 

Defisit setelah Perubahan (Rp268.742.412.341) 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Pembiayaan 

a) Semula Rp233.649.515.102 

b) Bertambah Rp37.522.705.576 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan 

 Rp271.172.220.678 

2. Pengeluaran Pembiayaan 

a) Semula Rp2.429.808.337 

b) Bertambah Rp0 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan setelah Perubahan 

 Rp2.429.808.337 

 

Pasal 2  

Uraian lebih lanjut atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

ini, yang terdiri atas : 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III   Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah; 

d. Lampiran IV  Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD 

Pemberi Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD 

Pemberi Bantuan Keuangan; 
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Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan 

Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah 

Kabupaten / Kota/ Desa; 

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiata, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;  

h. Lampiran Vlll Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Dan Gas 

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek 

Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan. 

Pasal 3 

Lampiran sebagairnana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kata ini. 

PasaJ 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PIt. WALI KOTA CIMAHI, 

NGATIY ANA 

f. Lampiran VI 

Ditetapkan di Cimahi pada 

tanggal  28 Oktober 2021
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 

NOMOR        TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

I. UMUM 

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan keharusan bagi setiap 

Pemerintah Dearah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Peraturan Wali Kota ini merupakan delegasi dari Pasal 117 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

Pasal 2  

Cukup jelas. 

Pasal 3  

Cukup jelas. 

Pasal 4  

Cukup jelas. 

Pasal 5  

Cukup jelas. 

 


